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ABSTRACT 

This study aims to analyze the implementation of the business legality assistance 

program carried out by the Department of Cooperatives and Micro Enterprises of 

Nganjuk Regency in improving the legality of Micro, Small, and Medium 

Enterprises (MSMEs). This research uses a qualitative descriptive approach with 

data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The 

results show that the implementation of the program has been conducted through 

socialization, training, and assistance in obtaining Business Identification Numbers 

(NIB), PIRT permits, and halal certification for MSME actors. In addition, digital 

service innovation through the Warkop UMI website has supported the legality 

service process. However, several obstacles are still found, including low digital 

literacy, limited understanding of the importance of business legality, limited 

resources, and technical constraints in using the Online Single Submission (OSS) 

system. In conclusion, the implementation of the business legality assistance 

program has an important role in increasing legal awareness and supporting the 

competitiveness of MSMEs in Nganjuk Regency. 

 

Keywords: Policy Implementation, Business Legality Assistance, MSMEs. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pendampingan 

legalitas usaha oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dalam 

meningkatkan legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data 
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melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa implementasi program dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, 

serta pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT, dan 

sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Selain itu, inovasi layanan digital melalui 

website Warkop UMI turut mendukung proses pelayanan legalitas usaha. Akan 

tetapi, masih ditemukan beberapa hambatan seperti rendahnya literasi digital, 

minimnya pemahaman pentingnya legalitas usaha, keterbatasan sumber daya, serta 

kendala teknis dalam penggunaan sistem Online Single Submission (OSS). 

Kesimpulannya, implementasi program pendampingan legalitas usaha memiliki 

peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendukung daya saing 

UMKM di Kabupaten Nganjuk. 

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendampingan Legalitas, UMKM. 

 

A. PENDAHULUAN  

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar 

utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkontribusi terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau setara Rp8.573,89 triliun, serta mampu 

menyerap lebih dari 117 juta tenaga kerja atau sekitar 97% dari total angkatan kerja 

(Juniadi, 2024). Meskipun demikian, UMKM masih menghadapi tantangan 

struktural yang cukup serius, terutama terkait rendahnya tingkat legalitas usaha. 

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, hingga Oktober 2024 hanya 

sekitar 10 juta pelaku UMKM atau 15% dari total keseluruhan yang telah memiliki 

Nomor Induk Berusaha (NIB) (Ayudiana, 2024). 

Kondisi serupa ditemukan di Kabupaten Nganjuk, di mana dari total 40 ribu 

UMKM yang terdata, hanya 15 UMKM yang memiliki izin resmi. Rendahnya 

angka legalitas ini disebabkan oleh minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap 

pentingnya legalitas, kerumitan prosedur perizinan, serta kendala biaya (Kuswanto, 

2024). Padahal, tanpa legalitas, UMKM akan kesulitan mengakses pembiayaan, 

perlindungan hukum, dan peluang memperluas pasar (Winanti et al., 2024). Kondisi 

ini mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk untuk 

melaksanakan program pendampingan legalitas usaha guna membimbing pelaku 

UMKM dalam mengurus NIB, izin edar PIRT, dan sertifikat halal (Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, 2023). 

Selain itu, legalitas usaha memiliki peran penting dalam mendukung 

perkembangan UMKM. Melalui legalitas, pelaku usaha dapat memperoleh 

perlindungan hukum, akses pembiayaan, serta peluang memperluas pasar. Namun, 

masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam proses perizinan 

karena rendahnya pemahaman administrasi dan literasi digital, khususnya dalam 

penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) (Putri et al., 2024). Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha sangat diperlukan agar 

pelaku UMKM mampu menjalankan usahanya secara formal, tertib administrasi, 

dan memiliki daya saing yang lebih baik (Sarwoko & Nurfarida, 2024). 

Pelaksanaan program tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja, serta Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2023 yang mendelegasikan 
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kewenangan perizinan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Nganjuk. Namun, sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi 

program semacam ini belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan anggaran, 

minimnya sosialisasi, dan rendahnya kesadaran pelaku UMKM (Amelia, 2023; 

Agustin & Fadil, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus bertujuan 

untuk mengkaji implementasi program pendampingan legalitas usaha oleh Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk serta faktor-faktor yang menjadi 

pendukung dan penghambatnya. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini dipilih untuk mengkaji 

dan memahami secara mendalam kondisi objek yang alamiah mengenai dinamika 

implementasi program pendampingan legalitas usaha oleh Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. Lokasi penelitian difokuskan pada kantor Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk sebagai instansi utama pelaksana 

program. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada urgensi permasalahan empiris, yakni 

rendahnya tingkat legalitas UMKM di Kabupaten Nganjuk di mana dari total 40 

ribu UMKM yang terdata, hanya 15 UMKM yang tercatat memiliki izin resmi. 

Fokus utama penelusuran diarahkan pada analisis proses pelaksanaan program 

pendampingan, faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta efektivitas 

koordinasi lintas lembaga dalam mendorong legalitas usaha UMKM secara 

menyeluruh. 

Untuk menjamin akurasi dan kedalaman analisis, penelitian ini memadukan 

dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer digali 

langsung dari lapangan melalui interaksi dengan para informan kunci yang diyakini 

memiliki otoritas dan pengalaman langsung, meliputi Kepala Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, pegawai Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta 3 orang pelaku UMKM yang 

mengikuti program pendampingan legalitas usaha. Sebagai penunjang, data 

sekunder dihimpun dari dokumen resmi instansi, peraturan perundang-undangan 

terkait UMKM, laporan kegiatan, dan literatur akademik yang relevan. Dalam 

proses ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang secara langsung 

menginterpretasikan fenomena kebijakan dan implementasi program yang terjadi 

di lokasi penelitian. 

Proses pengumpulan data di lapangan dilaksanakan melalui triangulasi teknik 

yang mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara diterapkan 

dengan model semi-terstruktur guna memberikan ruang fleksibilitas bagi informan 

untuk mengeksplorasi jawaban secara mendalam, namun tetap berada pada jalur 

pedoman penelitian. Pendekatan ini diimbangi dengan observasi partisipatif, di 

mana peneliti terlibat langsung mengamati interaksi peserta dengan pendamping, 

penerapan pengetahuan dalam praktik usaha, serta konteks sosial dan lingkungan 

yang memengaruhi pelaksanaan program. Seluruh temuan tersebut kemudian 

diperkuat dengan teknik dokumentasi melalui pengumpulan daftar peserta program, 

modul pendampingan, serta bukti pengurusan izin usaha yang merepresentasikan 

kondisi faktual di lapangan. 
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Setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis 

menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan 

Saldaña. Rangkaian analisis ini diawali dengan kondensasi data untuk menyeleksi, 

menyederhanakan, dan mengorganisasikan data mentah ke dalam bentuk yang lebih 

fokus sesuai indikator model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. 

Data yang telah dikondensasi selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif 

deskriptif agar pola hubungan antar variabel implementasi kebijakan dapat terlihat 

dengan jelas. Tahap akhir bermuara pada penarikan dan verifikasi kesimpulan yang 

dilakukan secara berkesinambungan melalui triangulasi antar sumber untuk 

memastikan bahwa temuan akhir benar-benar kredibel, konsisten, dan mampu 

menjawab rumusan masalah secara komprehensif. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk merupakan perangkat 

daerah yang mengemban peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi 

lokal, khususnya melalui penguatan sektor koperasi dan usaha mikro. Kantor dinas 

ini berlokasi di Jl. Diponegoro No. 77, Nganjuk, dan beroperasi pada hari kerja 

mulai pukul 07.30 hingga 15.30 WIB. Pembentukan dan kedudukannya didasarkan 

pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020, sementara tata 

kerjanya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 

2022. Dalam menjalankan tugasnya, dinas ini menyelenggarakan fungsi yang 

mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha 

mikro, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi dinas. Kepala Dinas membawahi 

Sekretariat, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi, serta Bidang 

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro. Struktur organisasi tersebut 

dirancang untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara terkoordinasi 

dan fungsional. 

 
Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk 

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro, 2026 
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Kabupaten Nganjuk secara administratif terbagi ke dalam 20 kecamatan 

dengan 284 desa dan kelurahan. Jumlah penduduk pada tahun 2024 tercatat 

sebanyak 1,15 juta jiwa, dengan dominasi kelompok usia produktif (15–59 tahun) 

yang mencapai 64,28% dari total populasi. Kondisi demografis ini mencerminkan 

potensi sumber daya manusia yang besar bagi pengembangan UMKM. 

Perekonomian daerah ditopang oleh sektor pertanian (27,31% PDRB), perdagangan 

(20,33%), dan industri pengolahan (15,96%). Kabupaten Nganjuk juga dikenal 

sebagai salah satu sentra bawang merah terbesar di Jawa Timur. Saat ini terdapat 

lebih dari 15.000 unit UMKM yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan 

distribusi berdasarkan jenis usaha sebagai berikut: 

 
Distribusi UMKM Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Usaha 

Tahun 2024 

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro, 2026 

Berdasarkan data tersebut, sektor reseller makanan dan minuman 

mendominasi dengan 1.834 unit (55,1%), diikuti perdagangan 427 unit (12,8%), 

kriya dan fashion 380 unit (11,4%), serta pengolahan makanan dan minuman 330 

unit (9,9%). Konsentrasi UMKM tertinggi berada di Kecamatan Nganjuk, Berbek, 

dan Bagor. Pola ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi lokal masih bertumpu 

pada usaha perdagangan berbasis konsumsi harian dengan skala kecil. Berikut 

analisis Implementasi Berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn 

Standar dan Sasaran Kebijakan 
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Program Pendampingan Legalitas Usaha UMKM di Kabupaten Nganjuk 

bertumpu pada landasan hukum yang kokoh, yakni UU No. 20 Tahun 2008 tentang 

UMKM dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(OSS-RBA). Sasaran program difokuskan pada pelaku usaha mikro dan kecil yang 

belum memiliki legalitas seperti NIB, PIRT, sertifikasi halal, BPOM, dan HAKI. 

Kepala Dinas Koperasi, Bapak Cuk Widiyanto, menegaskan urgensi program ini: 

"UMKM yang tidak memiliki legalitas tidak dapat terdata secara resmi 

oleh pemerintah. Oleh karena itu, program ini bertujuan agar pelaku 

UMKM memiliki legalitas usaha, seperti NIB, PIRT, sertifikasi halal, 

BPOM, dan HAKI." Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Nganjuk, Wawancara 22 Desember 2025  

Perkembangan penerbitan NIB di Kabupaten Nganjuk selama periode 2023–

2025 mencerminkan dinamika capaian program yang cukup signifikan. Pada 2023, 

sebanyak 8.676 unit UMKM telah memiliki NIB. Angka ini melonjak menjadi 

11.681 unit pada 2024—pertumbuhan sekitar 34,6%. Kondisi ini mengindikasikan 

bahwa sistem OSS-RBA mulai efektif mendorong formalisasi usaha. 

 
Jumlah NIB UMKM Kabupaten Nganjuk (2023–2025) 

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2026 

Jika dilihat berdasarkan tingkat risiko usaha, mayoritas izin yang diterbitkan 

melalui OSS-RBA berada pada kategori risiko rendah (79,6%), yang artinya pelaku 

usaha cukup memiliki NIB tanpa kewajiban pemenuhan persyaratan teknis 

tambahan. Hal ini selaras dengan karakteristik UMKM lokal yang didominasi oleh 

usaha berskala mikro. 

Sumber Daya 

Ketersediaan sumber daya dalam implementasi program ini mencakup tiga 

dimensi utama: sumber daya manusia, anggaran, dan sarana-prasarana. Dari sisi 

SDM, aparatur dinas dan tenaga pendamping dinilai kompeten dan responsif oleh 

para pelaku UMKM. Seorang pelaku usaha bahkan menyampaikan bahwa 

pendamping bersedia mendatangi lokasi usaha secara langsung untuk membantu 

proses pengurusan. 
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"Pendamping sampai follow up ke rumah, sangat membantu, apalagi 

bagi yang kurang paham teknologi." Ibu Siska, Pelaku UMKM, 

Wawancara 14 Januari 2026  

Dari aspek anggaran, sebagian besar layanan pengurusan legalitas dasar—

termasuk NIB dan PIRT—diberikan secara gratis. Kebijakan ini secara nyata 

meringankan beban pelaku usaha kecil. Namun, untuk legalitas tertentu seperti 

BPOM, biaya dan persyaratan yang lebih kompleks tetap menjadi tantangan 

tersendiri. 

Kegiatan pembinaan UMKM yang diselenggarakan Dinas Koperasi juga 

menunjukkan upaya pengembangan kapasitas yang lebih komprehensif, melibatkan 

pelatihan manajemen bisnis, pemasaran digital, dan inovasi produk. 

 
Kegiatan Pembinaan UMKM Kabupaten Nganjuk 

Sumber: STIE Nganjuk, 2024 

Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksanaan 

Program ini melibatkan koordinasi lintas instansi, termasuk DPMPTSP, 

Dinas Kesehatan, dan Kementerian Agama. Pola koordinasi yang berjalan bersifat 

kolaboratif, meski dalam praktiknya masih dijumpai kendala teknis seperti 

perbedaan jadwal dan proses verifikasi yang memerlukan penyesuaian kewenangan 

antarinstansi. 

"Sejauh ini koordinasi antar instansi berjalan cukup baik. Namun 

terkadang ada kendala teknis, misalnya perbedaan jadwal kegiatan 

atau proses verifikasi yang membutuhkan waktu lebih lama karena 

harus menyesuaikan kewenangan masing-masing instansi teknis." 

Bapak Wahyu Wijanarko, Pegawai DPMPTSP, Wawancara 27 April 

2026  

Dari sisi pengawasan, data tahun 2023 mencatat 34 izin usaha industri 

diterbitkan. Dari jumlah tersebut, 76,48% telah masuk dalam mekanisme 

monitoring dan analisis. Meski angka ini menunjukkan keaktifan pengawasan, 

masih ada 23,52% izin yang belum terpantau secara optimal—mengindikasikan 

perlunya sistem monitoring yang lebih terintegrasi. 

Karakteristik Organisasi Pelaksana 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki struktur organisasi yang jelas 

dengan pembagian tugas yang fungsional. Pendekatan pelayanan yang diterapkan 
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bersifat need-based—tidak sekadar menunggu di kantor, melainkan aktif 

menjemput bola ke lapangan. Transparansi layanan juga mendapat apresiasi dari 

pelaku UMKM. 

"Pelayanan cukup transparan. Dari awal sudah dijelaskan mana 

layanan yang gratis dan mana yang memang membutuhkan biaya 

tertentu, seperti BPOM." Ibu Ninik, Pelaku UMKM, Wawancara 6 

Februari 2026  

Namun demikian, jumlah pelaku UMKM yang besar dan tersebar di 20 

kecamatan masih menjadi tantangan dalam pemerataan jangkauan layanan. Selain 

itu, berdasarkan temuan lapangan, masih ditemukan indikasi pola pelayanan yang 

tidak merata—kelompok tertentu lebih banyak terjangkau dibandingkan pelaku 

UMKM pemula yang sesungguhnya sangat membutuhkan pendampingan. 

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik 

Dari sisi sosial, kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha 

terus meningkat. Kepala Dinas menyebutkan bahwa dari sekitar 40.000 UMKM di 

Kabupaten Nganjuk, kurang lebih 20.000 di antaranya telah memiliki legalitas 

usaha. Persentase yang cukup baik ini menunjukkan bahwa sosialisasi program 

mulai memberikan dampak nyata. 

Dari aspek politik, pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang kuat 

melalui kebijakan, alokasi anggaran, dan penyediaan sarana pendukung—termasuk 

peresmian Gedung Etalase UMKM sebagai pusat promosi produk lokal. Dukungan 

ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 

Tahun 2025 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta 

UMKM. 

Sikap Pelaksana 

Sikap aparatur pelaksana program menunjukkan kecenderungan yang positif 

dan mendukung. Pelaksana memahami tugas dan perannya, mematuhi SOP, serta 

menunjukkan inisiatif dalam memanfaatkan media sosial dan platform digital 

sebagai sarana sosialisasi. 

"Kami berusaha memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan 

SOP yang berlaku. Prinsipnya, pelayanan harus cepat, transparan, dan 

tidak mempersulit masyarakat." — Bapak Wahyu Wijanarko, Pegawai 

DPMPTSP, Wawancara 27 April 2026  

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi 

Berdasarkan temuan lapangan, beberapa faktor mendukung jalannya program 

secara positif, antara lain: 

1. Dukungan pemerintah daerah: diwujudkan melalui kebijakan, anggaran, dan 

fasilitasi lintas sektor yang melibatkan DPMPTSP, Dinas Kesehatan, 

Kementerian Agama, perguruan tinggi, hingga lembaga perbankan. 

2. Pendampingan yang responsif dan komunikatif: pelaksana tidak sekadar 

membantu administrasi, tetapi juga memberikan edukasi teknis langsung 

hingga ke lokasi usaha. 

3. Digitalisasi pelayanan melalui OSS-RBA: mempermudah proses perizinan 

dan memperluas aksesibilitas layanan bagi pelaku UMKM. 
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4. Meningkatnya kesadaran pelaku UMKM: legalitas mulai dipahami bukan 

sekadar kewajiban administratif, melainkan sebagai sarana peningkatan 

kepercayaan pasar dan akses pembiayaan. 

5. Sosialisasi dan pendampingan langsung: membantu pelaku yang belum akrab 

dengan prosedur digital maupun administrasi. 

6. Di sisi lain, beberapa faktor penghambat juga teridentifikasi: 

7. Rendahnya literasi digital pelaku UMKM, khususnya di wilayah pedesaan, 

menyebabkan ketergantungan pada bantuan pendamping dalam penggunaan 

OSS-RBA. 

8. Keterbatasan infrastruktur jaringan internet: gangguan konektivitas maupun 

kendala teknis sistem OSS sering menghambat proses pelayanan, terutama di 

daerah tertentu. 

9. Kompleksitas prosedur legalitas tertentu: pengurusan BPOM membutuhkan 

dokumen yang sangat banyak, sementara proses HAKI kerap terkendala 

konflik nama merek dagang. 

10. Keterbatasan jumlah pendamping dan anggaran: tidak sebanding dengan 

besarnya jumlah UMKM yang perlu dijangkau di seluruh penjuru kabupaten. 

11. Rendahnya motivasi sebagian pelaku UMKM: sebagian pelaku usaha lebih 

memprioritaskan keberlangsungan operasional harian daripada mengurus 

legalitas. 

 
Analisis Temuan Hasil Penelitian Berdasarkan Enam Variabel Van Meter dan Van 

Horn 

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa keenam variabel implementasi 

kebijakan secara umum telah terpenuhi, namun tingkat optimalisasinya bervariasi. 

Sikap pelaksana menjadi variabel dengan capaian tertinggi, sementara aspek 

komunikasi dan pemerataan sumber daya masih memerlukan penguatan lebih 

lanjut. 

 

D. PENUTUP 

Implementasi Program Pendampingan Legalitas Usaha UMKM oleh Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk secara umum telah berjalan cukup 
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baik. Program dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, 

pendampingan, fasilitasi pengurusan legalitas, serta koordinasi dengan berbagai 

instansi terkait. Pemanfaatan sistem OSS-RBA turut mempermudah proses 

pelayanan secara digital, sementara sikap pelaksana yang responsif dan proaktif 

menjadi salah satu kekuatan utama program. 

Meningkatnya jumlah penerbitan NIB dari 8.676 unit pada tahun 2023 

menjadi 11.681 unit pada tahun 2024 menjadi indikator nyata bahwa kebijakan 

pendampingan legalitas mulai menunjukkan efektivitasnya. Meskipun demikian, 

pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal—jangkauan pelayanan yang 

belum merata dan tingkat pemahaman pelaku UMKM yang masih berbeda-beda 

menjadi catatan penting yang perlu ditindaklanjuti. 

Faktor pendukung implementasi meliputi dukungan penuh pemerintah 

daerah, kerja sama antarinstansi yang terkoordinasi, kompetensi pendamping, 

kemudahan sistem OSS-RBA, dan meningkatnya kesadaran sebagian pelaku 

UMKM. Sementara faktor penghambat mencakup rendahnya literasi digital, 

keterbatasan infrastruktur jaringan, kompleksitas prosedur legalitas tertentu 

(khususnya BPOM dan HAKI), keterbatasan jumlah pendamping, serta motivasi 

sebagian pelaku usaha yang masih kurang. 
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